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The need for regulation and implementation related to the protection and 

empowerment of women and children in conflict situations in Indonesia is 
crucial considering that women and children are a vulnerable group in conflict 

situations. The lack of women's participation in the peace and security process 

as well as the erroneous perception of the need to protect women and children 

in conflict situations underlies the Government of Indonesia to adopt the UN 
Security Council Resolution Number 1325 through Presidential Regulation 

Number 18 of 2014 concerning the Protection and Empowerment of Women and 

Children in Social Conflict (P3AKS). The Implementation of Presidential 

Regulation No. 18 of 2014 concerning P3AKS needs to be carried out as an 
implementation of the Mandate of the Regulation of the Coordinating Minister 

for People's Welfare of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 concerning 

the National Action Plan for the Protection and Empowerment of Women and 

Children in Social Conflict (RAN P3AKS) 2014-2019. Protecting them makes an 
effort to prevent and overcome all forms of violence and violations of the human 

rights of women and children as well as fulfilling the components of basic needs 

services in conflict management as an integral part of conflict management 

activities. Meanwhile, the meaning of empowering women and children is 
interpreted as an effort to strengthen human rights, improve the quality of life 

and increase the space for women and children's participation in peacebuilding. 

The protection and empowerment of women and children in conflict aims to 

protect, respect, and guarantee women's human rights in conflict resolution. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia mengadopsi agenda Resolusi DK PBB Nomor 1325 tahun 200 tentang 

Perempuan, Perdamaian dan Keamanan melalui pengesahan Perpes No. 18 tahun 2014 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial 

sebagai turunan dari Undang Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 

Sosial. Resolusi DK PBB Nomor 1325 yang ditempuh Masyarakat internasional secara 

progresif dalam harapan menjamin kebutuhan keamanan dan keselamatan perempuan 
dalam situasi konflik serta keterlibatan perempuan dalam perdamaian. Resolusi Dewan 

Keamanan PBB 1325 mengawali adanya dokumen resmi internasional yang mengikat 

secara komprehensif terkait perlindungan perempuan dan anak dalam situasi konflik serta 

peran perempuan dalam strategi perdamaian. 

Pengakuan terdapatnya isu ketidakadilan gender dan dampak konflik sosial yang 

menyasar pada perempuan dan anak diakui dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 

nomor 1325. Selain itu, pentingnya perempuan dalam pencegahan konflik (conflict 

prevention), pemeliharaan perdamaian (peacekeeping), resolusi konflik (conflict 
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resolution), pembangunan perdamaian (peacebuilding) serta menekankan pentingnya 

partisipasi perempuan sertara dan inklusif sebagai agen aktif dalam perdamaian dan 

keamanan. 

Urgensi regulasi dan implementasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan 

dan anak pada kondisi konflik  di Indonesia disebabkab perempuan dan anak tergolong 

kelompok rentan. Partisipasi perempuan yang minim serta kurangnya kesadaran 

mengenai perlindungan hak asasi perempuan mendasari pemerintah untuk mengadopsi 

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tahun 2000 terhadap perempuan, perdamaian dan 

perlindungan melalui Perpres Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (selanjutnya disebut Perppres 

No.18 Tahun 2014 tentang P3AKS). Sebagai pelaksanaan Perppres No.18 Tahun 2014 

tentang P3AKS, pemerintah melanjutkan gagasan pembentukan Permenko Bidang 

Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi 

Nasional untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik 

Sosial (RAN P3AKS) periode 2014 hingga 2019. 

Perlindungan perempuan dan anak merupakan langkah preventif dan bentuk 

tindaklanjut dari penegakkan hukum segala tindak ketidakadilan dan pelanggaran hak 

asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar secara spesifik 

bagi perempuan dan anak sebagai komponen yang tersinergi. Sedangkan arti 

Pemberdayaan yaitu upaya peyelenggaraaan realisasi hak asasi perempuan , kualitas 

hidup yang ditingkatkan dan kemajuan peran serta perempuan dan anak mempertahankan 

perdamaian. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap penanganan konflik sosial sehingga 

hak asasi perempuan dan anak dapat terlaksana dengan baik. 

Penyusunan RAN P3AKS oleh pemerintah sebagai rangkaian langkah 

perlindungan untuk melindungi perempuan dana anak dalam konflik sosial, termasuk 

kebijakan untuk meningkatkan kordinasi antara Lembaga pemerintah pusan dan metode 

Lembaga pemerintah daerah, telah berjala efektif. Rencana ini sejalan dengan 

pelaksanaan Perpres No. 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pembedayaan 

perempuan dan anak dalam konflik sosial dan Undang Undang no. 7 tahun 2012 tentang 

penanganan konflik sosail. Kebijakan RAN P3AKS terdiri dari prinsip Pencegahan, 

Penanganan, dan Pemberdayaan dan Partisipasi.  

Prinsip Pencegahan mencakup kesadaran masyarakat, Organisasi Pemerintah 

Daerah, juga media untuk sosialisasi, kapasitas kelembagaan, penyediaan ruang publik 

bagi Perempuan dan Anak di daerah rawan konflik secara maksimal. Prinsip penanganan 

meliputi penyelenggaraan akses pelayanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban 

kekerasan di daerah konflik disertai kualitas yang baik. Prinsip pemberdayaan dan 

partisipasi mencakup menciptakan kondisi yang memungkinkan pengupayaan maksimal 

potensi bagi korban konflik; dan memberikan pemahaman hidup akan damai, toleransi, 

nasionalisme, menjadi generasi  damai dan tidak suka berkonflik. 

Landasan yuridis perwujudan mengenai RAN P3AKS melalui Permenko Bidang 

Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi 

Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial 

periode 2014 sampai 2019. RAN P3AKS merupakan serangkaian program yang 

dilakukan secara sistematis bertujuan melindungi dan mendayakan perempuan dan anak 

dalam konflik sosial, sebagai bagian dari kegiatan penanganan konflik sosial. RAN 

P3AKS penting sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi 
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daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik 

sosial. 

Berdasarkan UU nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, sumber 

dari konflik sosial yakni: 

a. Problematika  politik, ekonomi, dan sosial budaya; 

b. Pertikaian antarumat beragama dan/atau antar suku, dan antar etnis; 

c. Konflik sengketa batas wilayah desa, kabupaten, kota, hingga provinsi; 

d. Konflik sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat 

dengan pelaku usaha; atau 

e. Distribusi dan penyaluran sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. 

Bentuk tindak kekerasan hingga pelanggaran hak asasi manusia pada perempuan 

dana anak juga pelanggaran pada hak asasi manusia tidak hanya terjadi pada konflik 

sosial. Konflik yang mengandung isu agama dan korelasinya dengan faktor lain seperti 

intoleransi, ekstrimisme berbau  kekerasan, radikalisme, terorisme, serta konflik 

beragama menjadi isu yang penting untuk dimasukkan dalam kerangka perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan dan anak. 

Konflik-konflik intoleransi ini jika tidak dicegah tentu saja akan menjadi akar atau 

pintu masuk terorisme dan disintegrasi bangsa. Selain menjadi tanggung jawab negara 

untuk membuat instrumen dan aparat hukum yang tegas (hard approach) memberantas 

segala perbuatan yang mengarah kepada kekerasan baik itu iantoleransi maupun 

terorisme, pun perlu mempromosikan program keberagaman dan nasionalisme agar 

mampu merubah cara pandang masyarakat yang lebih terbuka menerima perbedaan, 

perubahan dapat dilakukan dengan melalui pendekatan soft (soft approach) ataupun 

budaya, pendekatan dapat dilakukan melalui strategi, program, kegiatan literasi 

keagamaan dan keberagaman (pendidikan keberagaman) ditambah dengan peningkatan 

minat baca bagi masyarakat Indonesia, baik melalui digital maupun cetak, memperkuat 

dan memperbanyak infrastruktur tempat-tempat membaca baik online maupun offline, di 

sekolah maupun di luar sekolah, hal ini penting menjadi masukan mengingat kultur 

literasi masyarakat Indonesia dikatakan sangat lemah jika dibandingkan dengan negara-

negara lainnya. 

Tabel 1. Kasus Intoleransi, Ekstremisme dengan Kekerasan, Radikalisme, dan Terorisme 

Yang Melibatkan 
NO TAHUN JENIS AKSI KETERANGAN 

1. Agustus 

2015 

Aksi radikalisme : Ratna Nirmala mendorong suaminya untuk menemani 

dia dan anak-anaknya 

ke Suriah(Nadia, 2021). 

2. September  

2015 

Aksi Radikalisme 

mengarah ke  

terorisme 

Aisyah Lina Kamelya mendirikan Baqiyah United Group 

(BUG), saluran internasional yang pro-ISIS di aplikasi 

media sosial Telegram. Keanggotaan termasuk negara  

India, Kenya, dan Libya(IPAC, 2017) 

3. Juli dan 

Oktober 

2016 

Kombatan 

Bersenjata 

Tini Susanti Kaduku dan Jumaitun alias Umi Delima 

tertangkap sebagai kombatan bersenjata bersama suami 

mereka di Mujahidin Indonesia Timur (Mujahidin 

Indonesia Timur, MIT) 
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4 Des. 2016 Aksi Bom Bunuh 

Diri 

Empat orang perempuan yang berhasil ditangkap karena 

secara sukarela menjadi pelaku bom bunuh diri antara lain 

Dian Yulia Novi dan Ika Puspitasari alias Tasnima 

Salsabila, keduanya merupakan mantan Pembantu Rumah 

Tangga di luar negeri. Mereka secara sukarela menjadi 

pelaku bom bunuh diri, yang pertama di Jakarta, yang 

kedua dilaporkan di Bali. Selanjutnya seorang perempuan 

juga ikut ditangkap yaitu Tutin Sugiarti, seorang 

pedagang jamu dan terapis pengobatan Islam, yang 

memfasilitasi pengenalan Dian kepada pimpinan sel pro-

ISIS dan mendirikan yayasan amal pro-ISIS bernama 

Dapur Umahat Aseer (Dapur Istri   Narapidana);   dan   

Arida    Putri Maharani karena membantu suaminya 

membuat bom. 

5 28 Maret 

2021 

Aksibom bunuh 

diri di depan 

Gereja Katedral 

Makassar 

serangan bunuh diri dua pelaku di luar gereja katedral 

Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku pengeboman 

adalah suami-istri dimana sang suami berusia 25 tahun 

dan sang istri 20 tahun 

Data peta konflik sumber daya alam di Jawa Tengah 

Dati hasil wawancara yan telah kami lakukan terhadap pihak DP3AP2KS terkait 

adanya konflik sosial yang bersinyalir dari isu lingkungan dan sumber daya alam yang 

mana tidak hanya berakibat bagi lingkungan itu sendiri tetapi juga masyarakat, terlebih 

perempuan dan anak-anak juga terjadi pada Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi 

Jawa Tengah. Kejadian tersebut bermula dari adanya proyek berupa pendirian Bendungan 

Bener yang mana menjadi suatu Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti apa yang telah 

disahkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 56 tahun 2018 dalam 

pengupayaan pemasokan kebutuhan air sampai kepada Bandar udara internasional 

Yogyakarta di Kab. Kulon Progo, Yogyakarta. Beberapa warga menolak rencana 

pertambangan bantuan Andesit di Desa Wadas seluas 145 Ha sebab warga mencemaskan 

sumber mata air akan memicu rusaknnya lahan pertanian sehingga penduduk desa akan 

kehilangan mata pencahariannya. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo, dataran tersebut merupakan area 

rawan bencana tanah longsor. Konflik lingkungan dan sumber daya alam tersebut 

diperparah dengan penyergapan sejumlah warga desa melalui gabungan TNI dan Polri. 

Penangkapan warga tersebut dipicu oleh bentrok antar warga dan aparat yang mengepung 

desa tersebut. Warga desa berjumlah 64 orang ditangkap dan diarahkan menuju Polres 

Purworejo.  

Konflik sosial tersebut menyebabkan dampak yang dialami secara psikis oleh 

warga Desa Wadas terutama bagi perempuan dan anak anak. Beberapa perempuan terlibat 

dalam upauya perlawanan terhadap proyek tersebut lantaran berusaha untuk 

mempertahankan daerah mata pencaharian.  Perlawanan tersebut diwarnai oleh tindakan 

represif aparat terhadap laki laki dan perempuan. Resistensi terhadap lingkungan yang 

dilakukan perempuan Wadas semakin menempatkan posisi perempuan menjadi rentan 

akibat konflik sumber daya alam. Oleh karena itu, perlindungan dan penanganan oleh 

pemerintah menjadi keperluan yang mendesak di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa 

Tengah.  

Demikian, kasus-kasus atau konflik sosial yang bersinyalir dari isu keagamaan 

dan sengketa sumber daya alam yang kerap terjadi setiap tahun di Indonesia khususnya 

Jawa Tengah dan akibatnya terutama merugikan para kelompok rentan khususnya 
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perempuan dan anak. Tentu, menjadi pengingat bagi negara untuk segera 

mengimplementasikan RAN P3AKS diturunkan ke dalam RAD P3AKS.  

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertuju untuk melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk merumuskan, menganalisis, dan mendeskripsikan urgensi pengadopsian 

dan penerapan Security Council United Nation Resolution 1325 on Women, Peace and 

Security di daerah, serta untuk merumuskan, menganalisis dan mendeskripsikan 

perumusan strategi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak 

dalam konflik sosial di Jawa Tengah melalui pengesahan RAD P3AKS oleh Gubernur 

Jawa Tengah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian mengenai pengadopsian United Nation Security Council Resolution 

1325 on Women, Peace and Security di Jawa Tengah ini dilakukan dengan pendekatan 

Sosio-Legal. Pendekatan ini menjadi pendekatan alternatif dimana pengujian lokal atas 

studi doctrinal hukum diberlakukan. Representasi atas kata “socio” ini menjadi 

penghubung antara konteks hukum dan hal yang lainnya. Ditujukan untuk menganalisis 

adanya hukum dan studi hukum itu sendiri. Adapun dalam pencapaian tujuannya ini 

mengkombinasikan beberapa elemen, yakni pengetahuan, keterampilan, dan bentk 

daripada pengalaman penelitian atas beberapa hal demi mendobrak adanya keterbatasan 

secara teoritis dan metodelogis dan mengembangkan bentuk baru dari suatu analisa.  

Penelitian ini akan dilakukan di Jawa Tengah tepatnya di DP3AP2KS Provinsi Jawa 

Tengah dan LRCKJHAM dengan melakukan interview mengenai masalah yang dikaji 

secara mendalam. Teknik pengumpulan data melalui penelitian hukum secara normatif 

dapat dibatasi pada studi pustaka, oleh karenanya teknik pengambilan data pada 

penelitian ini menggunakan tehnik studi kepustakaan (library research). Analisis data 

dilakukan dengan metode analisa kualitatif, cara ini dilakukan untuk memenuhi 

kecukupan data. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka serta studi lapangan 

dengan analisa dari sumber data yang sesusai tingkat pendekatannya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Urgensi Pengadopsian dan Penerapan United Nation Security Council Resolution 

1325 on Women, Peace and Security di Jawa Tengah 

Di masa modern ini, perempuan berangsur menduduki sebagian bidang 

pemerintahan dengan disertai posisi strategis di berbagai bidang lainnya, tetapi adanya 

perlindungan bagi perempuan ini masih terus diperjuangkan oleh Dinas Perempuan dan 

Anak serta Lembaga-Lembaga Bantuan hukum terkait, seperti LRCKJHAM yang mana 

diakibatkan atas cukup banyaknya konflik yang mengorbankan kondisi mental dan fisik 

daripada perempuan dan anak itu sendiri sehingga penguatan ketahanan keluarga dan 

perlindungan terhadap perempuan masih terus diberdayakan. Terdapat berbagai masalah 

yang memang berdampak tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga kepada masyarakat, 

salah satunya adalah kasus wadas. Penguatan di daerah Jawa Tengah yang diadopsi dari 

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan 

Keamanan ini didukung dengan adanya sosialisasi yang melibatkan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak Jawa Tengah (DP3A2KB) yang mana kemudian bekerja sama 

dengan AMAN Indonesia untuk melakukan adanya sosialisasi di daerah rawan konflik 

sosial dan sumber daya alam yakni di daerah Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 
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yang bekerjasama dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah (KESBANGPOL), 

LRCKJHAM, serta berbagai komunitas dan lembaga lain yang terkait dengan 

pelaksanaan upaya preventif terhadap daerah yang rawan untuk perempuan dan anak 

yang terdampak konflik sosial. Namun, belum adanya pengesahan Rancangan Undang-

Undang khusus yang mana sudah sampai di biro hukum dengan kepentingan atas hak-

hak korban yakni korban anak-anak dan perempuan dalam konflik sosial maupun konflik 

sumber daya alam ini membuat kepentingan atas pengesahan daripada Undang-Undang 

tersebut terlebih di Provinsi Jawa Tengah tersebut menjadi penting dan mendesak.  

Perumusan Strategi Bidang Pencegahan, Penanganan dan Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Jawa Tengah 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Dinas Perempuan dan 

Anak di Jawa Tengah (DP3AP2KS) ini hasil menyatakan bahwasanya dinas belum 

mengetahui terkait peta wilayah rawan konflik sosial yang melibatkan perempuan dan 

anak di Jawa Tengah ini sebab informasi tersebut merupakan ranah milik Kesbangpol 

yang mana mereka memiliki wewenang atas peta konflik. DP3AP2KS tersebut pun 

mengklaim bahwasanya mereka kurang mengerti terkait masalah konflik sosial yang 

mana melibatkan perempuan dan anak di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan dalam 

peraturannya itu sendiri pun masih belum di sahkan adanya dan terkait kebijakan publik 

yang telah mereka laksanakan menggunakan Peraturan Daerah yang telah ada, yakni 

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pihak dinas 

memang belum memiliki kegiatan khusus terkait konflik sosial pada perempuan dan anak 

tersebut sebab belum di sahkannya peraturan khusus mengenai hal tersebut, tetapi kasus 

atau masalah lainnya seperti dalam hal kekerasan seksual ini terdapat penanganan dari 

dinas perempuan. Sebelum terdapatnya Rancangan Aksi Daerah atau (RAD P3AKS) ini 

Dinas Perempuan dan Anak telah berkontribusi sesuai bidang yang terkait dengan konflik 

sosial yang telah ada salah satunya wadas, tetapi terkait data daripada hal tersebut dimiliki 

oleh Kesbangpol. Sehingga terkait dengan strategi bidang pencegahan, penanganan, dan 

pemberdayaan perempuan dan anak korban konflik sosial yang ada di Provinsi Jawa 

Tengah itu sendiri diberlakukan menurut peraturan Undang-Undang yang sudah ada. 

Hasil pengambilan data wawancara dengan Legal Resources Center Keadilan Jender 

dan Hak Asasi Manusia (LRCKJHAM) yang berfokus dalam pemberdayaan, 

perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan mengenai upaya yang telah dilakukan 

berdasarkan pengadopsian Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang 

Perempuan, Perdamaian, Keamanan dalam penanganan konflik sosial terkait radikalisme, 

ekstrimisme, terorisme dan isu keagamaan lainnya yaitu bekerja sama dengan jaringan 

lintas iman dengan melakukan kegiatan doa lintas iman bersama, refleksi keagamaan dan 

upaya yang bisa dilakukan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan 

dilanjutkan dengan menanda tangani komitmen untuk pendampingan korban prempuan 

dan anak dalam konflik keagamaan. Selain itu, ditengah konflik paham aliran sesat 

Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) LRCKJHAM bersama DP3A2KB Provinsi mengawal 

kepulangan perempuan dan anak ex pengikut Gafatar. Selain itu, kegiatan refleksi tragedi 

98 bersama Komnas Perempuan dan Dasadarma dengan melakukan rujak pare 

kecombrang di Pecinan, Kota Semarang.  
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Pembahasan 

Urgensi Pengadopsian dan Penerapan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 

tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa program RAD/RAN P3AKS belum 

dilaksanakan secara efektif bahkan belum terdapat koordinasi terkait RAD sehingga 

POKJA MONEV belum dibentuk oleh pihak dinas Perempuan. Sesuai dengan yang 

tertera dalam Panduan MONEV P3AKS diperlukan implementasi khususnya pada pilar 

pemberdayaan dan partisipasi yaitu: 

1. Terselenggaranya upaya literasi anti kekerasan bagi generasi muda di daerah rawan 

konflik.  

2. Terlaksana pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda secara maksimal. 

3. Terselenggara segmen forum partisipasi anak dalam RADP3AKS tingkat nasional 

maupun daerah. 

4. Terselenggara forum Pemberdayaan Permpuan dalam P3AKS nasional dan regional. 

5. Terselenggaranya program rutin komunikasi antar tokoh agama Perempuan tentang 

perlindungan Perempuan dan anak 

6. Terselenggaranya perlindungan Perempuan dan anak di perguruan tinggi 

7. Terselenggaranya upaya literasi anti kekerasan bagi generasi muda di daerah rawan 

konflik 

8. Terlaksana edukasi pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda 

9. Terdapat forum yang menstimulasi partisipasi anak dalam P3AKS tingkat nasional 

dan regional. 

Berdasarkan data POKJA MONEV, diketahui bahwa telah terdapat perencanaan 

strategis terkait pelayanan kepada Perempuan dan anak melalui puskesos tahun 2020-

2025. Tidak hanya itu, dalam kurun waktu 2022-2025 diharapkan dinas terkait mampu 

melakukan respon cepat terhadap kasus konflik, memberikan layanan perlindungan saksi 

dan korban serta pemberian kompensasi untuk korban terorisme ini tertera dalam rincian 

rencana dan target pelaksanaan kegiatan dan output untuk dipantau dan dikendalikan.  

Dalam implementasi bidang pemberdayaan Perempuan dalam RADP3AKS tingkat 

nasional dan regional, direktur politik dalam negeri dapat turut berpartisipasi sesuai 

dengan arahan dari Kemendagri. Sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan RAN P3AKS, 

Dinas Perempuan dan Anak setempat melakukan pengisian formulir monitoring dan 

supervise pilar pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan partisipasi, serta pengisian 

laporan empat bulanan RAN P3AKS yang merupakan periode uji coba.  

Berdasarkan Permenko No. 5/2021 dijelaskan bahwa pada periode kedua atau tahun 

2020-2050 menjadi masa keberlanjutan dari periode sebelumnya, dan pada periode kedua 

ini lebih berfokus pada penerapan program-program P3AKS.  

Pengadopsian UN Women belum disosialisasikan kepada seluruh pegawai sehingga 

banyak dari pegawai belum mengetahui urgensi dan implikasi dari pengadopsian UN 

Women Resolution 1325 Women, Peace and Security tersebut.  Meskipun demikian, 

DP3AP2KS ini menyediakan layanan aduan yang dapat diakses siapapun yang terkait 

korban kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Dinas Perempuan dan Anak tersebur 

melaksanakan layanan pengaduan, kesehatan, pendampingan hukum, dan lain 

sebagainya. Selain itu, dinas sendiri juga memberikan fsilitas yakni pendampingan dan 

rujukan ke rumah sakit provinsi. Tenaga psikolognya pun telah ada dan bekerja sama juga 

dengan dinas sosial, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, LBH seperti LRCKJHAM, dan 

lain sebagainya. Keberadaan layanan aduan ini meskipun memudahkan walaupun dalam 
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beberapa kasus tetap tidak memiliki kemudahan untuk melakukan prosesnya, sehingga 

seringkali beberapa kasus harus disebarkan terlebih dahulu melalui media sosial agar 

menarik perhatian masyarakat luas dan menjadi kasus viral yang langsung teproses 

karena kekuatan media.  

Perumusan Strategi Bidang Pencegahan, Penanganan dan Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Jawa Tengah 

Penyusunan RAD P3AKS difasilitasi oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah 

bersama dengan AMAN Indonesia, dan lembaga-lembaga hukum terkait.  Sosisaliasi atas 

perencanaan pembuatan Undang-Undang terkait perempuan dan anak dalam konfik sosial 

ini dilaksanakan pada tahun 2020, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan 

penyusunan Rancangan Aksi Daerah (RAD) tahun 2021 da mendapatkan penetapan 

pembetukan pada 2021. Saat ini, Rancangan Undang-Undang tersebut masih dalam 

proses di dalam biro hukum untuk proses yakni pengesahan oleh gubernur. Pengesahan 

Peraturan Gubernur tersebut diharapkan di sahkan tahun ini. Dalam hal ini, tahap penanda 

tanganan tetap menunggu Bapak Gubernur yakni Ganjar Pranowo untuk melakukan 

pengesahan karena hal ini melibatkan banyak pihak serta waktu yang lama dalam 

penyusunan dan pembuatannya. Ini ditujukan agar penyusunannya dapat dilakukan secara 

mengerucut sesuai substansi RAD/RAN P3AKS dan tidak ditemui kendala.  

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemetaan wilayah rawan konflik 

tidak dimiliki oleh DP3AP2KB, tetapi hanya dimiliki oleh pihak Kesbangpol yang terkait 

dengan konflik sosial. Dinas Perempuan dalam ini tidak mengetahui siapa saja perserta 

dari sosialisasi di Purworejo dan tidak mengetahui seperti apa acara tersebut karena dinas 

beralasan bahwa mereka berkoordinasi dengan banyak pihak dan telah memberikan 

adanya kontribusi berupa pendanaan dan upah kepada pihak AMAN Indonesia sebagai 

fasilitatormya.  

Dinas dalam hal ini hanya memberikan anggaran dan menyerahkan sosialisasi 

kepada AMAN Indonesia sebagai fasilitator. (Mereka tidak berkontribusi secara langsung 

dan hanya memberikan anggaran berupa dana, honor, dan lain-lain saja kepada AMAN 

Indonesia). Kontribusi ini merupakan cara satu-satunya yang dilakukan oleh DP3AP2KB 

Provinsi Jawa Tengah. Padahal, kasus-kasus seperti ini tidak hanya menimpa warga 

wadas saja, tetapi juga daerah-daerah lainnya di Jawa Tengah seperti Kota Semarang, 

Kabupaten Batng, dan lain sebagainya. Adapun Biro hukum ini ditugaskan untuk 

mengurus legal drafting terkait RAD/RAN P3AKS, dan lain-lain. Biasanya melalui biro 

hukum sejauh ini ditanda tangani sehingga dinas mempercayai bahwa penanda tanganan 

atas peraturan yang telah diajukan saat ini akan di sahkan pada tahun ini walapun masih 

saja belum memiliki tanggal yang pasti.  

Alur pembuatan RAN/RAD P3AKS telah diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan 

legal drafting, tetapi karena belum di sahkan sehingga tidak bisa dilakukan adanya 

evaluasi kegiatanm pemantauan, dan lain sebagainya. Adapun kegiatan disinkronkan 

dengan adanya masing-masing pihak terkait, seperti LRCKJHAM, LBH Semarang, LBH 

Apik, Yayasan Setara, serta pada komunitas-komunitas. Terkait masing-masing kegiatan 

sudah dijalankan tanpa adanya peraturan yang belum disahkan ini masih terdapat adanya 

evaluasi oleh masing-masing pihak secara internal dan dinas sendiri tidak memiliki 

kewenangan karena mereka tidak memiliki tim khusus untuk melakukan pemantuan dan 

evaluasi. Dinas dalam hal ini tidak bisa melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan 

karena Surat Keputusan Gubernur memang belum ada. Adapun contoh kegiatan yang 

telah dilakukan terhadap konflik sosial yang melibatkan perempuan dan anak ini 
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dilakukan di Purworejo tepatnya di daerah yang rawan konflik akibat kasus wadas dan 

sosialisasi tersebut mendapatkan fasilitas dari AMAN Indonesia dan anggaran dari Dinas 

Perempuan dan Anak Jawa Tengah (DP3AP2KB Jawa Tengah). 

Terkait isu terorisme, Dinas Perempuan dan Anak belum sama sekali memperhatikan 

hal ini. Padahal, di daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah ini sudah ditemukan  kasus 

di Kota Solo. Terorisme cenderung menjadi isu yang ditangani oleh Kesbangpol, 

sedangkan DP3AP2KB ini jauh lebih berfokus pada kegiatan pemberdayaan ekonomi 

atas perempuan saja sebagai upaya pemberdayaan dan penanganannya.  

LRCKJHAM melakukan upaya preventif dalam memenuhi prinsip pencegahan 

terhadap konflik sosial keagamaan. Penguatan nilai Pancasila dalam keberagaman yang 

dituangkan dari kegiatan jaringan lintas iman di harapkan mampu mengurangi salh tafsir 

terhadap dalil agama yang dapat memicu diskriminasi terhadap perempuan dan 

ekstrimisme yang mengarah pada kekerasan terhadap perempuan dan anak.  

Kegiatan refleksi tragedi 1998 yang diselenggarakan oleh LRCKJHAM terkait isu 

konflik sosial yang melibatkan perempuan dan anak bersama Komnas Perempuan dan 

Dasadarma dilaksanakan dengan menikmati rujak pare kecombrang. Kegiatan refleksi 

dan rujak pare kecombrang memiliki makna filosofi buah pare dimana merupakan jenis 

sayuran yang memiliki rasa pahit. Bunga kecombrang melambangkan keindahan serta 

kecantikan perempuan. Makna keseluruhan dari filosofi tersebut merepresentasikan 

kepahitan fakta dan ingatan tentang banyaknya kekerasan seksual pada perempuan dan 

anak dalam peristriwa tragedi 1998 tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara terdapat konflik sosial yang dibantu oleh DP3AP2KB 

bersama lembaga-lembaga terkait, yaitu kasus wadas. Pada kasus ini dilaksanakan adanya 

pendampingan psikologis terhadap korban, pendampingan hukum, terapi bermain dan 

lain-lain. Ketika menangani kasus tersebut pihak dinas ini menanggalkan atribut dan 

berkoordinasi dengan beberapa psikolog untuk menghindari trauma korban kekerasan 

yakni perempuan atau anak-anak meskipun dalam proses penjalanannya tidak sekali dua 

kali penolakan-penolakan yang terjadi.  

 

PENUTUP  

Kesimpulan  

Penerapan RAD P3AKS dilaksanakan dan diawasi oleh DP3 dibantu dengan 

beberapa Lembaga lain, seperti LSM, Kesbangpol. DP3AKB Provinsi Jawa Tengah 

cenderung berfokus pada melakukan pemberdayaan Perempuan dan anak, serta 

perlindungan Perempuan dan anak. Sedangkan untuk penanganan konflik sosial belum 

secara spesifik dilaksanakan dengan memenuhi tupoksi RADP3KS. Sebagian pegawai 

DP3A2KB Provinsi Jawa Tengah tidak mengetahui pengadopsian Resolusi Dewan 

Keamanan PBB 1325 di daerah yang terjadi akibat tidak adanya sosialisasi, dan 

mengakibatkan belum terbentuknya POKJA MONEV.  

DP3AP2KB di Provinsi Jawa Tengah ini telah memberikan layanan pengaduan pada 

pihak-pihak yang menjadi korban dari kekerasan pada Perempuan dan anak. Berupa 

berupa pendampingan hukum, pemberian konseling dengan psikolog, dan berbagai 

bantuan lain. Upaya pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan dan anak yang 

telah dilaksanakan saat ini yaitu sosialisasi yang dilakukan di Purworejo dimana Kawasan 

tersebut sering terjadi konflik sosial terkait isu sumber daya alam akibat Proyek Strategis 

Nasional Bendungan Bener di Wadas. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah berfokus 

menangani masalah kekerasan pada perempuan dan anak di masa sekarang melalui media 
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sosial dan memanfaatkan kekuatan Masyarakat untuk menyuarakan keadilan untuk kasus 

tersebut. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah seharusnya dapat menyediakan layanan dan 

bantuan penanganan secara inklusif terhadap segala tindak kekerasan terhadap 

perempuan dan meningkatkan edukasi dan perlindungan pada anak terdampak konflik 

sosial.  

Saran 

Semoga penelitian ini dapat menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah pada perumusan produk hukum daerah mengenai Rencana Aksi Daerah terhadap 

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAD 

P3AKS) yang berbasis pada sensitifitas gender. Serta memberikan pemahaman mengenai 

aspek pencegahan, penanganan dan pemberdayaan dalam konflik sosial yang berbasis 

pada sensitifitas gender 
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